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ABSTRAKSI

Nama : Alif Atthoriq Latif
NIM :202110110311325
Judul : Tanggung Jawab Hukum PPMSE Dalam Transaksi

Barang Palsu Di Platform Markerplace Sebagai Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pembimbing :'Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum platform
marketplace, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembelian barang
palsu di platform marketplace, dan tanggung jawab hukum platform marketplace
sebagai PPMSE atas penjualan barang palsu oleh pelaku usaha. Jenis penelitian ini
yaitu yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Kedudukan hukum platform marketplace adalah sebagai
pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi dan memfasilitasi transaksi
antara penjual (merchant) dan konsumen. Berdasarkan PP PMSE, pihak PPMSE
berwenang membuat - kontrak baku untuk mengatur syarat dan ketentuan
penggunanya. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembelian
barang palsu di platform marketplace terdiri dari Dua macam perlindungan hukum,
yaitu perlindungan hukum preventif (pengawasan dan pembinaan) dan
perlindungan hukum represif (penyelesaian sengketa melalui mekanisme non
litigasi dan litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi terbagi
menjadi Dua macam, yaitu internal dispute resolution dan eksternal dispute
resolution. Bentuk pertanggungjawaban hukum PPMSE termasuk platform
marketplace di Indonesia menggunakan bentuk Pertanggungjawaban Terbatas
(Safe Harbor Liability), yang dimana bentuk ini membuat PPMSE bertanggung
jawab secara terbatas selama memenuhi kewajiban verifikasi identitas merchant,
menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen, dan melaksanakan nofice and
takedown jika terdapat konten informasi elektronik ilegal yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan termasuk barang palsu yang melanggar UU
Merek dan UUPK. Namun, bentuk pertanggungjawaban ini dinilai belum memadai.
Sehingga penulis menyarankan untuk -melakukan revisi PP PMSE dengan
menambahkan ketentuan terkait kewajiban PPMSE menerapkan fitur autentikasi
produk digital untuk dapat membedakan produk asli dan produk palsu di tempat
mereka. Dengan begitu, bentuk pertanggungjawaban PPMSE berubah menjadi
Gatekeeper Liability.

Kata kunci: Platform Marketplace, Barang Palsu, Perlindungan Konsumen,
Tanggung Jawab Hukum
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ABSTRACT

Name : Alif Atthoriq Latif
NIM :202110110311325
Tittle : Legal Liabillity of PPMSE in Counterfeit Goods

Transactions on Platform Marketplace as a Form of
Legal Protection for Consumers

Adviser :'Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H
Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH.

This study aims to analyze the legal position of platform marketplace, the
form of legal protection for consumers due to the purchase of counterfeit goods on
platform marketplace, and the legal responsibility of platform marketplace as
PPMSE for the sale of counterfeit goods by business actors. This study is a
normative legal study using a legislative and conceptual approach. The legal
position of platform marketplace is as business actors that provide communication
facilities and facilitate transactions between sellers (merchants) and consumers.
Based on PP PMSE, PPMSE parties have the authority to create standard contracts
to regulate the terms and conditions of their users. There are two types of legal
protection for consumers who purchase counterfeit goods on platform marketplace:
preventive legal protection (supervision and guidance) and repressive legal
protection (dispute resolution through non-litigation and litigation mechanisms).
Dispute resolution through non-litigation mechanisms is divided into two types:
internal dispute resolution and external dispute resolution. The form of legal
liability for PPMSE, including platform marketplace in Indonesia, uses the form of
Limited Liability (Safe Harbor Liability), which makes PPMSE liable to a limited
extent as long as it fulfills its obligations to verify merchant identities, provide a
complaint mechanism for consumers, and implement notice and takedown if there
is illegal electronic content that violates laws and regulations, including counterfeit
goods that violate the Trademark Law and the UUPK. However, this form of
liability is considered inadequate. Therefore, researchers suggest revising the PP
PMSE by adding provisions related to the obligation of PPMSE to implement
digital product authentication features to distinguish between genuine and
counterfeit products on their sites. That way, the form of PPMSE liability will
change to Gatekeeper Liability.

Keywords: Platform Marketplace, Counterfeit Goods, Consumer Protection,
Legal Liability
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